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ABSTRAK : Bahwa dalam rangka memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan asli

daerah, pemenuhan kewajiban modal disetor, serta dalam rangka penguatan

modal daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan

Modal Pemerintah Kabupaten Tebo Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah

Jambi.



Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1992; Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten

Tebo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal kepada Bank Jambi;

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penambahan

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tebo pada Perusahaan Perseroan

(Persero) PT. Bank Jambi.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyertaan modal pemerintah daerah

kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi yang meliputi maksud dan tujuan

penyertaan modal, nilai penyertaan modal beserta rincian saldo akhir dan

penambahan penyertaan modal, penganggaran penambahan penyertaan modal,

serta pelaporan akumulasi penyertaan modal dalam neraca daerah.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Agustus 2018.
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